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RINGKASAN 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJM Nasional). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan 

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. RPJM Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang 

merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan 

targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah rencana yang 

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, 

faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis 

dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat 

dicapai. 

Maksud disusunnya RPJM Daerah adalah sebagai pedoman dalam 

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan 

tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Tujuan 

disusunnya RPJM Daerah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan 
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berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, 

misi, tujuan pembangunan daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rencana pembangunan ini 

harus sejalan dengan visi pembangunan pemerintahan yang lebih tinggi serta 

harus berdasarkan pada ciri khas daerah tersebut. Supaya rencana pembangunan 

tersebut dapat sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas 

sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  pada Fakultas Hukum 

di Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan 

hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam hal ini hukum Pemerintahan 

Daerah yang menunjukkan adanya perkembangan dari setiap tahunnya terkait 

dengan permasalahan yang dibahas. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research). Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber bahan 

hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. 

  Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Peraturan Daerah memiliki posisi dalam 

sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya tidak luput 

dalam tatanan sistem prinsip yang berlaku. Keharusan untuk tidak bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi serta keharusan untuk melakukan sinkronisasi 

dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya adalah hal yang perlu 

senantiasa dihormati dalam bingkai negara hukum. Temuan tentang adanya 

mekanisme yang belum sesuai dalam konteks penyelesaian perselisihan antar 

Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memerlukan perhatian 

yang serius agar tercipta kepastian hukum dan tercapainya good legislation 

governance dalam sistem hukum ketatatanegaraan Indonesia.  

. 
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Saran Kelemahan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah 

adanya pemahaman Pemerintah Daerah bahwa kewenangan seluas-luasnya serupa 

dengan konsep kewenangan negara bagian pada negara federal sehingga 

seringkali Pemerintah Daerah bertindak ultra vires dengan membuat berbagai 

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku secara nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

maka disarankan adanya upaya setiap Pemerintah Daerah mengubah paradigma 

tersebut agar tercipta kesatuan dan persatuan bangsa dan memberikan kepastian 

hukum bagi setiap warga masyarakat. Sehingga kedepan kebutuhan masyarakat 

dapat terakomodir dalam peraturan yang di buat oleh pemerintah. 
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